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Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji

Jakarta, 10 Juli 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kelima
pengujian UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Selasa
(10/07), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli
Pemohon. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 30/PUU-XVI/2018 yang

diajukan oleh Muhammad Hafidz. Norma yang diujikan yaitu:

e Pasal 182 huruf | UU No. 7/2017
“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat
pembuat akta tanah, dan/ atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa
yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota

DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada sidang sebelumnya, Ahli dari pihak Pemohon tidak dapat mengikuti persidangan.
Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pada sidang selanjutnya dapat
menghadirkan Ahli kembali. Dalam sidang sebelumnya, pihak pemerintah tidak
mengajukan Ahli. Sementara, DPR tidak dapat mengikuti sidang karena ada kegiatan rapat

yang tidak bisa ditinggalkan.

Pada perkara nomor 30/PUU-XVI1/2018 ini, Pemohon mempersoalkan persyaratan untuk
menjadi calon anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf | UU Pemilu. Belum adanya
larangan bagi fungsionaris partai politik di dalam aturan tersebut mendorong Pemohon
meminta Mahkamah menambahkan tafsir “fungsionaris partai politik” dalam Frasa
“pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I. Penambahan tafsir ini menurut Pemohon, akan

mencegah timbulnya konflik kepentingan di kemudian hari. (MHM)
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